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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 64\ TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat :

[y

KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan mewujudkan

tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang akuntabel serta untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Kendari perlu disusun Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6187);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PemerintahanDaerah
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PemerintahanDaerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang
Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri
Sipil,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang

Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
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Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang
Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Tata  Caradan  Formulasi Perhitungan  Tarif Batas
atasPenumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara
Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara,;

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kendari Nomor 27);

Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari
(BeritaDaerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
KENDARI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Kendari.
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Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Walikota adalah Walikota Kendari.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhankegiatan yang meliputi
perencanaan,
penganggaran,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggungiawaban
, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kota Kendari sebagai
Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
Peraturan Perundang-Undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program.

Pejabatfungsional adalahkedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengawas Sekolah, Penyuluh
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Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat Daerah yang berstatus PNS

dan ditetapkan berdasarkan KeputusanWalikota.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah KepalaDaerah

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang

ditentukan oleh KepalaDaerah untukmenampung seluruh Penerimaan

Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

RekeningKas Umum Daerah adalah Rekening tempatpenyimpanan uang

Daerah yang ditentukan oleh KepalaDaerah untuk menampung seluruh

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada

bankyang ditetapkan.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas

BUD.

Pengguna Anggaranyang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

Barang Milik Daerah.

KuasaPengguna Anggaranyang selanjutnya disingkatKPA adalah pejabat

yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa

Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima,menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimaan.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD
yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat
dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu
pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
Penyimpanan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah
dan belanja.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah
dan belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebutSiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan danpengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
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belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerahyang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh PA.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggara belanja Daerah.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung,
penunjukan langsung, dan/atau E-Purchasing.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi adalah
panitia yang ditetapkan oleh Walikota atas usul KepalaSKPD yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan konstruksi dan Jasa
Konsultansi.

Panitia Pemeriksa Barang Daerah adalah panitia yang ditetapkan oleh
Walikota yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang
dengan nilai kontrak/SPK dan tidak termasuk bahan/barang untuk
keperluan pekerjaan konstruksi.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ
adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan
pengadaan barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Katalog Elektronik adalah sistim informasi elektronik yang memuat daftar,
jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia
barang/jasa pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem
Katalog Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk
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menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap
SKPD/Unit SKPD.

Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi
pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan KepalaDaerah
dalam rangka penyusunan APBD.

Tim Peneliti adalah kelompok kerja yang diberi tugas melakukan penelitian
pada lingkup pemerintah Kota Kendari.

Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan pada
kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD Pemerintah
Kota Kendari dan DPRD.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan Pembayaran Langsung Pengajuan SPP-UP hanya
dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang
persediaan akan menggunakan SPP-GU.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang telah dipakai yang tidak dapat dilakukan
dengan Pembayaran Langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk Pembayaran
Langsung dan uang persediaan tidak cukup untuk membiayainya.

SPP Langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Pembayaran
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Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana atas
Beban pengeluaran DPASKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkatSPM-
UP adalah dokumen yang digunakan untukpenerbitan SuratPerintah
Pencairan Dana atas Bebanpengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan
sebagai UPuntuk mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yangselanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
SuratPerintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang
dananyadipergunakan untukmenggantiUPyang telahdibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkatSPM-
TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SuratPerintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan
dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Bebanpengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkatSP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atasBeban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang
spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/jasa.

Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima
menyimpan dan mengeluarkan BMD yang diangkat dengan
KeputusanKepalaDaerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan
bertanggungjawab kepada KepalaDaerah melalui atasan langsungnya.
Barang Daerah adalah semua barang yang berwujud milik Daerah yang
berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau

sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen
yang memuat kebijakan bidangpendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta
asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsiBUD yang digunakan sebagai dasarpenyusunan rancangan APBD.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalahpendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan denganpengambilan Keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahunanggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibatKeputusan yang bersangkutan
pada tahun berikutnyayang dituangkan dalam prakiraan maju.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program inovatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan Daerah.

Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatanyang akan atau telah
dicapai sehubungan denganpenggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yangterukur.
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Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa SKPDsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur padasuatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya
baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatandan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukanuntuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran
yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehKegiatan yang
dilaksanakan untukmendukungpencapaian sasaran dan tujuan Program
dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya Keluaran
dari Kegiatan dalam 1 (satu)Program.

Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang
pada waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi
tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.

Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
telah melakukan kerja diluar jam kerja selama 2 (dua) jam secara berturut-
turut.

Uang Makan Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya selama 2
(dua) jam berturut-turut.

Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan
Kerja yang memuat perintah kepada pegawai negeri sipil untuk melakukan
kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu diluar
rencana kerja biasa.

Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan
Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut

hadir dan melaksanakan kerja lembur.
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Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yangbersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluaruntuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup gunamendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan KeuanganDaerah pada umumnya.

Biaya Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan
ketertiban di Daerah dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah
tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untukmendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Analisa Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran
belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Unit SKPD dalam satu tahun anggaran.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yangmengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untukmembayar
kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
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sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yangsah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
Daerahdan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnyayang sah.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas

memiliki keterampilan khusus dan langka.

. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan

penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang
tinggi dan/atau inovasi.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
Anggaran Pemberdayaan adalah anggaran yang diperuntukan untuk
meningkatkan kemampuan kelembagaan, partisipasi dan peran serta
masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal, yang dikelola langsung
oleh Unit SKPD teknis dan/atau oleh masyarakat itu sendiri.

Barang Pakai Habis adalah suatu barang yang menurut sifatnya dipakai
habis untuk keperluan dinas yang jangka waktu pemakaiannya kurang
dari 12 bulan (ATK, bahan reagent, alat kebersihan, alat listrik, suku
cadang kendaraansertaObat dan bahan Medis Habis Pakai).

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh PA sebagai
penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok
Kerja/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang

harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
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Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PA/KPA selaku Pengguna Barang/jasa dengan
penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban
anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang KeKuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 2

Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan yang dipisahkan.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c. menetapkan KuasaPengguna Anggaran/Pengguna Barang;

menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan daerah,;
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah,;
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang

milik daerah; dan
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pembayaran.
Walikota selaku pemegang keKuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh keKuasaannya kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. KepalaSKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
KeputusanWalikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan

uang.



(1)

3 2)

(3)

(1)

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berkaitan dengan
peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di
bidang :
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah,
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertangungjawaban pelaksanaan APBD.
Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Sekretaris Daerah bertugas :
a. memimpin TAPD;
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA -SKPD /DPPA - SKPD; dan
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
kepada Walikota.
Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 4
KepalaSKPD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf b, bertugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan
oleh Walikota.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.
b.
e,
d.

g.
h.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan

menyajikan informasi keuangan daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

keuangan daerah selaku Kuasa BUD.

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a.
b.

C.

menyiapkan anggaran kas;
menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Anggaran atas beban RekeningKas Umum Daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;



(3)

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 6

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan

menyajikan informasi keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pasal 7

KepalaSKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan,

h. menandatangani SPM,;

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang
dipimpinnya;

j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawab PD yang dipimpinnya;,

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya,;

1. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
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Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Perundang-Undangan
di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian Kelima
Pejabat KuasaPengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang
Pasal 8

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala unit kerja pada SKPD selaku
KuasaPengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota atas usul KepalaSKPD.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas KuasaPengguna Anggaran lainnya

berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
KuasaPengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Dalam pengadaan barang/jasa, KuasaPengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen.
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Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 9

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan KuasaPengguna

Anggaran/KuasaPengguna Barang dalam melaksanakan program dan

kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi,

dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

PPTK yang ditunjuk oleh KuasaPengguna Anggaran/KuasaPengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada KuasaPengguna Anggaran/KuasaPengguna

Barang.

PPTK mempunyai tugas mencakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan; dan

d. menandatangani SPP-LS pengadaan barang dan jasa.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c

mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi

yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pasal 10

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD,

KepalaSKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LSpengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh
PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
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dengan ketentuan Peraturan Perundang-Uundangan yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran,
melakukan verifikasi SPP;

o o

menyiapkan SPM;
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD bertanggungjawab kepada
KepalaSKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna BarangDaerah.
Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 11

Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan, serta membuka
Rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara

PenerimaanPembantu dan/atau Bendahara PengeluaranPembantu.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
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BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Kesatu
Pengelolaan Program Kegiatan
Pasal 12
Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab.
APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
Pasal 13
Fungsi otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
daerah.
Bagian Kedua
Struktur APBD
Pasal 14

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dariPendapatan Daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah.
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Pasal 15
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD,;
b. Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan;
c. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah.
Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas:
a. Belanja langsung;
b. Belanja tidak langsung, terdiri atas:
Belanja Pegawai,
Belanja Bunga;
Belanja Subsidi;
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil Pajak;
Belanja Bantuan Keuangan;
Belanja Tidak Terduga.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas:

= m ok W

a. Penerimaan Pembiayaan,;
b. Pengeluaran Pembiayaan;
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

Pasal 16
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau
tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi
kerja.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban
kerja normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan

tinggi dan daerah terpencil.



(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 17

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang

dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pasal 18

(1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan
umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah.

Pasal 19

(1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah
Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila
Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan
wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang

tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah yang



bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau Pemerintah Daerah
lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang
tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 20

(1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap
tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya.

(3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang

bersumber dari Pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
Pasal 23

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang

telah ditutup yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 24
Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman
daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang yang proses dan
prosedurnya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang

pinjaman daerah.
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BAB IV
PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 25
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
Setiap PD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
Pendapatan Daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
Penerimaan PD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
Penerimaan PD berupa uang atau cek harus disetor ke RekeningKas Umum
Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran belanja.
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Setiap PD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 26
PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua KepalaPD agar
menyusun rancangan DPA-SKPD.
Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci

sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang
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disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana
tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan (bagi SKPD yang
mempunyai pendapatan).
KepalaSKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama
6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 27
TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan
KepalaSKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris
Daerah.
DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat Daerah, BPK, Bappeda, dan
Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal disahkan.
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh KepalaSKPD selaku Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Anggaran Kas

Pasal 28
KepalaSKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
anggaran kas SKPD.
Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan
DPA-SKPD.

Pasal 29
PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA-SKPD yang telah disahkan.
Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
yang akan digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap

periode.



(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 30

(1) Semua Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui RekeningKas Umum

Daerah.
(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 31
(1) Setiap SKPD yang memungut Pendapatan Daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.
Pasal 32
Komisi, rapat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk
apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang
dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai
akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan
Daerah.
Pasal 33
(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan
pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan
yang terjadi dalam tahun yang sama.
(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Pasal 34
Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah dilaksanakan melalui RekeningKas Umum Daerah dan dicatat sebagai
Pendapatan Daerah.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 35
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.
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Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah.
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang
ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 36
Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan

dilaksanakan atas pesetujuan Walikota.

Penerima Subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada Walikota.
Pasal 37

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana
alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan
dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama
1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga
berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efekifitas serta
menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-

kegiatan yang telah didanai baik melalui APBD maupun APBN.



(3) Penggunaan Belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung yaitu
untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya atau
dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja
tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai
dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

(4) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan
Walikota.

(5) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat sebagaimana dimakud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 38

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan

pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke Rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh menteri
keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, Pengguna
Anggaran /KuasaPengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang
Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
(SPM-UP).

(2) Pelaksanaan pembayaran dengan uang persediaan dapat dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran sepanjang pembayaran dimaksud tidak dapat
dilakukan melalui Pembayaran Langsung (SPM-LS).

(3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran
diizinkan mempunyai persediaan uang tunai pada kas setinggi-tingginya Rp.
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

(4) Besarnya uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan KeputusanWalikota.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Pasal 40

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja;



b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;dan
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.
Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Anggaran Belanja Lanjutan
Pasal 41
Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, didasarkan pada DPA-SKPD yang telah
disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD)
tahun anggaran berikutnya.
Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPDsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD
paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu
dilakukan pengujian sebagai berikut:
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan
SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
c. SP2D yang belum diuangkan.
DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian
pembayaran.
Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam DPAL-SKPD harus memenuhi
kriteria :
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian (Kontrak) pada tahun
anggaran berkenaan; dan
b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena
kelalaian Pengguna Anggaran/barang, atau rekanan namun diakibatkan
oleh force majeure.
Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.
Bagian Kedelapan
Dana Cadangan
Pasal 42
Dana cadangan dibukukan dalam Rekening tersendiri atas nama dana

cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.




@)
1 3)
)

(5)

1
(6)

(7)

(1)

(2)

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
pembentukan dana cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke
RekeningKas Umum Daerah.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, makadana
cadangan yang masih tersisa pada Rekening dana cadangan, dipindah

bukukan ke RekeningKas Umum Daerah.

Bagian Kesembilan
Dana Transfer dan Anggaran Pemberdayaan
Pasal 43

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas
peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, DAK, dan
bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:

a. menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD
dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD;

b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran, apabila daerah telah
menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD

yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan hal

tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa
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tender pelaksanaan kegiatan DAK, digunakan untuk menambah target dan
capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk
teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa tender tersebut tidak dapat
dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun
anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
berkenaan.
Anggaran pemberdayaan (Blockgrant dan P2MK), adalah anggaran yang
diperuntukan bagi peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat,
mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
serta mengoptimalkan potensi lokal, yang pengelolaannya dilakukan oleh
unit kerja teknis atau oleh masyarakat itu sendiri.
Pelaksanaan program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya
yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan
dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dananya diterima setelah APBD
ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang
APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota
tentang penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Apabila
program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan,
maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA).
Anggaran Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan.
BAB V
PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD
Pasal 44

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
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Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-
kurangnya harus memenubhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, melalui belanja tidak terduga yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD setelah
mendapat persetujuan prinsip dari Walikota.
Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 50% (lima puluh persen), yang merupakan selisih (gap) kenaikan atau
penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran
Pasal 45
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja, serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian objek belanja diformulasikan dalam Dokumen Perubahan
pelaksanaan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah.
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Kendari tentang
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Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang
APBD.
Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
Pasal 46
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan
pengurangan alokasi anggaran terhadap :
a. pembayaran berbagai tunggakan;
b. paket pekerjaan yang bersifat lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran
(multiyears); dan
c. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan
dananya sehingga menjadi minus.
Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh
penanggungjawab kegiatan kepada Walikota dengan tembusan
disampaikan kepada Kepala BAPPEDA, Inspektorat Daerah, KepalaBKAD
dan Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Kendari
Persetujuan atas revisi anggaran oleh Walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), oleh Kepala BKAD disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota

Kendari.
BAB VI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 47
Pengguna Anggaran /KuasaPengguna Anggaran, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap
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kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 48
Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan :

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

=2

. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,;
. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,;

s TR - Vo)

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan
pada SKPKD;

g. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran

pembantu SKPD;

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai KuasaPengguna
Anggaran /KuasaPengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
didelegasikan oleh Kepala daerah kepada KepalaSKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya,

c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan Pendapatan Daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas
dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

e. pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau pembantu Bendahara
Pengeluaran.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
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Pasal 49
Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu
Bendahara, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Pengurus Barang.
Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang
atau pengurusan gaji.
Bendahara Pembantu Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi kasir, pembuatan dokumen pengeluaran uang di
UPTD dan Puskesmas.
Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melaksanakan
fungsi menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mengurus barang
daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 50
Penerimaan daerah disetor ke RekeningKas Umum Daerah pada bank
pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima
nota kredit.
Penerimaan daerah yang disetor ke RekeningKas Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor

pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga.
Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran
oleh pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung, kecuali ditentukan
lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 51
Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan:
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a. buku kas umum,;

b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);

b. surat ketetapan retribusi (SKR);

c. surat tanda setoran (STS);

d. surat tanda bukti pembayaran; dan

e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan pada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:

a. buku kas umum;

b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;

c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan

d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimakud pada ayat (7)
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.

Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan
dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat

tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud



(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Illyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Format laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IVyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 52
Dalam hal obyek Pendapatan Daerah tersebar atas pertimbangan kondisi
geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar
kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara
Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara PenerimaanPembantu.
Bendahara PenerimaanPembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.
Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan:
a. buku kas umum; dan
b. buku kas penerimaan harian pembantu.
Bendahara PenerimaanPembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
b. surat ketetapan retribusi (SKR);
c. surat tanda setoran (STS);
d. surat tanda bukti pembayaran; dan
e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
Bendahara  PenerimaanPembantu  wajib menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan.
Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 53
Walikota dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara

Penerimaan.



(2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke RekeningKas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.

(3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang
diterimanya kepada Walikota melalui BUD.

(4) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

Bendahara  penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang

diterimanya ke RekeningKas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bendahara Penerimaan pembantu
mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh

uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 55
Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi
komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 56

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan surat Kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
Bendahara Penerimaan atas tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui KepalaSKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus
ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan berita acara serah
terima;,

c. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara
Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat
Penyediaan Dana
Pasal 57

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas

menerbitkan SPD.



(2)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 58
Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Kelima
Permintaan Pembayaran

Pasal 59
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna
Anggaran /KuasaPengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai
dengan jenis belanja.

Pasal 60
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna
Anggaran/KuasaPengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
pengisian uang persediaan.
Jumlah besaran SPP-UP tiap SKPDPengguna Anggaran ditetapkan
berdasarkan KeputusanWalikota.

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

c. rincian SPP-UP;

d. salinan SPD;

e.draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat

pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 61

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna

Anggaran /KuasaPengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti

uang persediaan.

Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-GU;

b. ringkasan SPP-GU;

c. rincian SPP-GU;

d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
atas penggunaan dana SPP-UP/GU sebelumnya;

e. salinan SPD;

f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran /KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan;

g. lampiran lain yang diperlukan.

Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum pada

Lampiran VIllyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dan SPM-GU oleh bendahara dapat

dilakukan lebih dari satu kali menurut kebutuhan dengan melampirkan

dokumen yang dipersyaratkan dan tidak melampaui pagu SPD yang telah
ditetapkan.
Pasal 62

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna

Anggaran/KuasaPengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka

tambahan uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-TU;

b. ringkasan SPP-TU;

c. rincian SPP-TU;

d. salinan SPD;

e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang

persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian

tambahan uang persediaan; dan
g. lampiran lainnya.
Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
Dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke RekeningKas Umum
Daerah.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;
Pengajuan SPP-TU berikutnya dapat dilakukan apabila Bendahara
Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan tambahan uang yang pernah
diterima dibuktikan dengan pengesahan oleh KepalaSKPD.
Format surat keterangan pengajuan tambahan uang persedian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VIllyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 63

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) digunakan
dalam  rangka  pelaksanaan  pengeluaran SKPD yang  harus
dipertanggungjawabkan.
Format surat pernyataan Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e, Pasal 61 ayat (2)
huruf f, dan Pasal 62 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran [Xyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 64
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/KuasaPengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD.



(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
mencakup:

a. pembayaran gaji induk;

b. gaji susulan,;

c. kekurangan gaji;

d. gaji terusan;

e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk (gaji
susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas);

SK CPNS;

SK PNS;

SK kenaikan pangkat;

SK jabatan;

5 m o

Pt

kenaikan gaji berkala;

-

surat pernyataan pelantikan,

[—y

surat peryataan masih menduduki jabatan;
. surat pernyataan melaksanakan tugas;

daftar keluarga (KP4);

fotokopi surat nikah;

fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

I -

daftar potongan sewa rumah dinas;

@

surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;

u. surat kematian;

v. SSP PPh Pasal 21; dan

w. Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan
anggota DPRD mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku mengenai penghasilan pimpinan dan anggota
DPRD serta gaji dan tunjangan KepalaDaerah /Wakil KepalaDaerah.



(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Pasal 65

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS dalam pengadaan barang dan jasa
untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran.

(2) Dokumen SPP-LSuntuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LSuntuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:

a. salinan SPD;

b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib
pajak dan wajib pungut;

d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Pengguna
Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta
mencantumkan nomor Rekening bank pihak ketiga;

e. surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga penjamin

lainnya yang diakui oleh pemerintah;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

5o

. berita acara pembayaran;

[

kwitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta

disetujui oleh Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran;

j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah
luar negeri;

k. berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang yang diperiksa;

l. surat angkutan konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan
diluar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;



(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(5)

n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku /surat pemberitahuan jamsostek); dan
p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai tahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan
peruntukannya.
Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan
dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk
dilengkapi.
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna
memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD.
Pasal 66
Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS
dan/atau SPP-UP/GU/TU.
SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembayaran Langsung
kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja
setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran.
SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.
Pembayaran kepada pihak  ketiga yang menggunakan  bukti
pembelian /kuitansi dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dengan
nilai paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 67

Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1),



Pasal 65 ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 68

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja

bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran

SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LSyang peruntukannya sudah jelas

diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Pasal 69

(1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
a. buku kas umum;

b. buku kas tunai;

c. buku simpanan/bank;

d. buku pajak;

e. buku panjar;

f. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
g .register SPP-UP/GU/TU/LS.

(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f dan huruf g dapat dikerjakan oleh Pembantu Bendahara
Pengeluaran.

(4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan
penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU dan LS.

(5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Xlyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tercantum dalam LampiranXIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huruf f, serta ayat (4) tercantum dalam Lampiran Xlllyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 70

(1) Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran meneliti kelengkapan

dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran.



(2)

(3)

(1)

(2)

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk
dilengkapi.
Bagian Keenam
Perintah Membayar
Pasal 71
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran
menerbitkan SPM.
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna

Anggaran /KuasaPengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.

(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran berhalangan, yang

(1)

(3)

(4)

bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.

Pasal 72
Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 73

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)

diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(1)

Pasal 74
Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna
Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dalam menatausahakan pengeluaran
perintah membayar mencakup :
a. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
b. Register surat penolakan penerbitan SPM.



(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 75

Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/KuasaPengguna

Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan.

Bagian Ketujuh
| Pencairan Dana
Pasal 76

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran,
dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh BPKD.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/KuasaPengguna
Anggaran;

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

c. surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode
sebelumnya;

d. bukti atas penyetoran PPN/PPh.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran,
dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh BKAD.

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna
anggaran; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.



(7)

(8)

9)

(2)

(3)

(1)
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(3)

(4)
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Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 77
Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimakud dalam Pasal 76 ayat (7)
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam LampiranXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 78
Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa penggguna Anggaran.
Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
Pembayaran Langsung ke Rekening pihak ketiga.
Pencairan dana yang dilakukan melalui Cek harus ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) berhalangan atau keluar daerah dapat
diKuasakan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 79
Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D
mencakup:
a. register SP2D;
b.register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.
Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LampiranXVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Kedelapan
Pencairan Dana Jamkesda
Pasal 80

Pencairan dana jamkesda bagi peserta didasarkan pada besaran tagihan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilampiri perjanjian kerjasama

antara Walikota dengan Kepala BPJS dan Keputusan Walikota mengenai jumlah

peserta BPJS.
Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 81

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan kepada KepalaSKPD melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban
pengeluaran mencakup:

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan

e. register penutupan kas.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalamLampiranXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen
laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimakud
pada ayat (1) mencakup:

a. buku kas umum,;

b. ringkasan pengeluaran perincian obyek yang disertai dengan bukti-
bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek
yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek
dimaksud;

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan

d. register penutupan kas.

(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup
setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna

Anggaran /KuasaPengguna Anggaran.



(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban.

(7) Batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung
kepada pihak ketiga.

(10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(11) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran.

(12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) tercantum dalam LampiranXXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 82

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan

bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan,;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang

tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;

dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode

sebelumnya.

Pasal 83
(1) Bendahara PengeluaranPembantu dapat ditunjuk  berdasarkan
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan

pertimbangan objektif lainnya.



(2) Bendahara PengeluaranPembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara
PengeluaranPembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
a. buku kas umum,;
b. buku pajak PPN/PPh; dan
c. buku panjar.
Bendahara PengeluaranPembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran
yang sah.
Bendahara  PengeluaranPembantu  wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup:
a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh; dan
c. bukti pengeluaran Yang sah.
Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).

Pasal 84
Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pembantu dan
Bendahara Pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.
Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
dengan register penutupan kas sesuai dengan Lampiran XXyang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 85

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan



pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 86
Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 87

Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat Kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
bersangkutan dengan diketahui KepalaSKPD,;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus
ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah
terima;

c. apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang Dbersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara
Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 88

(1) Belanja rumah tangga dapat dibuktikan dengan daftar pengeluran riil
apabila tidak dapat dibuktikan dengan bukti pembelian ataupun kuitansi.

(2) Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) ke BKAD, tidak perlu melampirkan bukti
pertanggungjawaban/bukti pengeluaran riil, tetapi cukup dengan
melampirkan rincian penggunaan dana.

(3) Bukti pertanggungjawaban/bukti pengeluaran riil sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) disimpan pada SKPD untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pelaksanaannya tetap

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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| Pasal 90
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal |§ -12-2020

WALIKOTA KENDARI,

- SUL -K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal I§-(2 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

/Ww-

Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 6‘}



